Menimbang :

Mengingat

bAé HOZ oy

BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI] SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENREKANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 teatang Bantuan Hukum, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan

Hukum;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor1822);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);
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5.

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran
Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
dan HAM Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Menetapkan :

dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB ]

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
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6.

10.

11.

12.

13.

14

Bupati adalah Bupati Enrekang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Enrckang sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan Daerah Kabupaten Enrckang.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk olch DPRD Kabupaten Enrekang dengan persetujuan
bersama Bupati Enrekang,.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang disediakan oleh
Pemberi Bantuan Hukum seccara cuma-cuma kepada Penerima
Bantuan Hukum.

Layanan Bantuan Hukum adalah bentuk pemberian fasilitas
jasa hukum secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum
kepada penerima bantuan hukum.

Perkara adalah masalah hukum yang tengah dihadapi oleh
orang atau kelompok masyarakat.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang
miskin.

Masyarakat miskin adalah orang dan kelompok orang yang
berstatus sebagai penduduk kabupaten enrekang yang kondisi
sosial dan ekonominya tidak memenuhi standar kebutuhan
dasar.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang
miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan
Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan

Bantuan Hukum.

. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum,

baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi
persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 18

Tahun 2003 tentang Advokat.
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19.

20.

21.

. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum  yang

dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang

dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang sclanjutnya

disingkat APBD adalah Rencana kecuangan tahunan yang

ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,

.Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi

Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  untuk
penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Kode Etik Advokat adalah kode ctik yang ditetapkan oleh
organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan dibidang hukum.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a p op

o

keadilan;

persamaan kedudukan di dalam hukum;
keterbukaan;

efisiensi;

efektivitas; dan

akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dimaksudkan untuk

memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi

bagi masyarakat miskin dalam menghadapi permasalahan hukum

sebagai perwujudan hak konstitusional scsuai dengan prinsip

persamaan kedudukan di dalam hukum.
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Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.

d.

menjamin dan memenuhi hak bapgi penenma Bantuan Hukum
untuk mendapatkan akses keadilan,

mewujudkan hak konstitusional sebagai warga negara sesua
dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
menjamin  kepastian  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum
dilaksanakan secara merata bagi Masyarakat Miskin di Dacrah;
dan

mewujudkan  peradilan  yang  efcktf,  efisien, dan  dapat

dipertanggungjanwabkan,

BAD 11
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Bantuan Hukum di Dacrah, meliputi :

a.
b.

2 o

> @ ¢

bt
.

(1)

(2)

penyelenggaraan Bantuan Hukum;

hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum;
syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum,;

standar pemberian Bantuan Hukum,;

pendanaan, lata cara pengajuan  anggaran, pelaksanaan
anggaran Bantuan Hukum, dan pelaporan;

larangan; dan

pengawasan dan evaluasi;

larangan; dan

sanksi administrasi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Bantuan Hukum disclenggarakan untuk membantu
penyclesaian perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
Pemberian Bantuan Hukum kepada pencerima Bantuan Hukum
diselenggarakan oleh Bupati melalui Perangkat Dacrah yang
membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan

Hukum.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

(3) Perangkat Daerah yang membidangi hukum sebagaimana
dimaksud pada
(4) ayat {(2) bertugas:
a. menvusun dan menetapkan Kebijakan penyelenggaraan
Bantuan Hukum;
b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum
berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
C. menyvusun rencana anggaran Bantuan Hukum:
d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efekuf, efisien,
transparan, dan akuntabel; dan
e. menyusun dan menvampaikan laporan penyelenggarzan
Bantuan Hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun
anggaran sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pasal 7
Dalam penvelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin
kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI
DAN PENERIMA BANTUAN HURUM
Bagian Kesam
Pemben Bantuan Hukum

Paszl 8

Pemben Bantuan Hukum berhak :
a. menggunakan tenaga Advokat, paralegal, dosen, dar mahasiswa
fakulias hukum;

igrme

b. memberikan Bantuan Hukum sesual prosedur dan mekanisme

berdasarkan Peraturan Daerah Ini;

c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultas: hukum dan
program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Bantuan Hukum;
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d.

mengeluarkan  pendapal  atan perpyialiaan i psanecliy
perkara yang  menjadi tangguogiawabmya e il ol
pengadilan sesuai dengan kelentian peralirin pernihige
undangan; dan

mendapatian informasi dan dati ladi dised Peneringid Linerih

ataupun instansi lain, untale kepentingan pembelivn peglsani

Pusal O

Pemberi Bantuan Hulaun dalam memberilaor Bantoan Bl

wajib:

[

-

b.

d,

melaporkan kepada Bupati tentang progeam Bantvin Holain,
menjaga kerahasinan data, informasi, dan/atan lectepunptin
yang diperoleh darl  Pencrima Dantvan b herlaitig
dengan perkara yang sedang ditangani, lecuali ditentialcan livin
oleh undang-undang,

memberikan  Bantuan  Hokum kepada Pencrima Hantoan
Hukum berdasarkan syaral dan tata cari yang ditentulsian
dalam Peraturan Daeraly ini sampal perkaranyi selesio, leecoil
ada alasan yang sah secarn hulkam;

memberikan perlakuan yang sama lepada Penerima Hantvan
Hukum, tanpa  membedakan  jenis  kelaming, oo,
kepercayann, suku, dan pekerjoan serta latar helalaongg polils
Penerima Bantuan Hukum dan hersikap netral tidile heralilim)
dengan partai politik; dan

memberikan luporan kepada Bupati melulul Pevanglad Ducrah
yang  menyelenggarakon  urusan pemerintahan dio hidiong,
hukum, secora  berlalia  setinp PEDEEURIGE BDEELHTIIT

pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Kedun

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 10

Penerima Bantuan Hulcam herhiale
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u

b

mendapatkan Rantuan Hukum  hingga  masalah bukumnva
welesal dan/atau  perkaranva telah mempunyar kehuatan
hukum tetap, kevuall Penenma Bantuan Hukum  yang
bersangkutan mencabut surat kuasa dan/atau ada atasan lan
vang sah secarn hukum;

mendapatkan Bantuan Hukum sesum dengan Standar Bantuan
Hukum dan/atau Kode Euk Advokat, dan

mendapatkan informast dan dokumen vang berkattan dengan
pelaksanaan  pembenan Bantuan Hukum sesum dengan

ketentuan peraturan lrrund,nw_ nml.m;( in

Pa=al 11

Penenma Bantuan Hukum Wiaph

b

menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkar

secara benar kepada Pemben Bantuan Hukum, dan

membantu kelancaran pembenan Bantuan Hukum

BAR VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN HANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Syarat Pemben Bantuan Hukum

Pasal 12

Pemberian layanan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemben

Bantuan Hukum, vang harus memenuhi syarat ;.

berbadan hukum;

terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
memiliki kantor atau sekretariat yang tetap,

memiliki pengurus; dan

memiliki program Bantuan Hukum,

Bagian kedua
Syarat Penenma Bantuan Hukue

Pasal 13

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum

harus memenuhi svarat @
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupatli yang
berisi paling sedikil identitas pemohon dan uraian singkat

mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

melampirkan surat kelerangan miskin dari kepala Desa/Lurah

di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 14

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun
permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf a dapat mengajukan permohonan secara lisan.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan,

Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.

Permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan

Hukum.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 15

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan

Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum

dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau

menolak permohonan hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi
Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan

surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi

Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
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BAB VII
STANDAR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

(1) Pemberian Bantuan Hukum harus memenuhi standar Bantuan
Hukum.

(2) Standar Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk penanganan:
a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan

b. Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.

Bagian Kedua
Standar Bantuan Hukum Secara Litigasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 17
Standar Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam penanganan
Perkara:

a. pidana;

b. perdata; dan/atau

c. tata usaha negara.

Paragraf 2
Standar Bantuan Hukum

Dalam Penanganan Perkara Pidana

Pasal 18

(1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a
diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus
sebagai:

a. tersangka;

b. terdakwa; atau

c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya
hukum luar biasa.
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(2) Bantuan Hukum scbagaimana dimaksud pada ayat (])
diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan
kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta
pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses
pemeriksaan di persidangan dapat dimulai dari tingkat
pertama, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar

biasa.

Pasal 19

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam
penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan :

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;

c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen
yang berkenaan dengan proses penyidikan, proses
penuntutan dan/atau pemeriksaan di persidangan ditingkat
banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali;

d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan atau
pemeriksaan di persidangan;

¢. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan
Penerima Bantuan Hukum;

f. penghadiran saksi dan/atau ahli;

g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali
sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum;
dan/atau

h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Standar Bantuan Hukum
Dalam Penanganan Perkara Perdata
Pasal 20
Bantuan Hukum sccara Litigasi dalam penanganan Perkara
perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberikan
kepada Penerima Bantuan Hukum yang berkedudukan sebagai :
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a.

b.

(N

(2)

penggugat/pemohon; atau

tergugat/termohon.

Pasal 21

Dalam memberikan Bantuan Hukum  Litigasi  dalam
penanganan Perkara perdata kepada Penerima Bantuan Hukum
yang berkedudukan sebagai penggugat/pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Pemberi Bantuan Hukum
melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar Perkara di lingkungan Pemben Bantuan Hukum;
pembuatan surat gugatan/surat pemohonan;

d. pemeriksaan  seluruh  kelengkapan  dokumen  yang
berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

e. pendaftaran gugatan/permohonan kepada pengadilan;

f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum
pada saat mediasi;

g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum
saat pemeriksaan di persidangan;

h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau
ahli;

i. pembuatan surat replik dan kesimpulan;

j. penyiapan memori banding, memori kasasi, dan peninjauan
kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan
Hukum; dan/atau

k. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam memberikan Bantuan Hukum Litigasi dalam
penanganan Perkara perdata kepada Penerima bantuan Hukum
yang berkedudukan sebagai tergugat/termohon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Pemberi Bantuan Hukum
melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;

c. pemeriksaan  seluruh  kelengkapan dokumen yang

berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
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(2)

- 13-

d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum
pada saat mediasi;

¢, pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan
kesimpulan;

{. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum
pada saat pemeriksaan di persidangan;

g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau
ahli;

h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan
kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan
Hukum; dan/atau

i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan
Perkara Tata Usaha Negara
Pasal 22

Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan perkara tata
usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c,
diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang
berkedudukan sebagai:

a. penggugat; atau

b. penggugat intervensi.

Dalam memberikan bantuan Hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

a. pembuatan surat kuasa;

b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum,;

c. pemeriksaan seluruh  kelengkapan dokumen yang
berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

d. pembuatan surat gugatan dan/atau surat permohonan,;

e. pendaftaran gugatan atau menyampaikan permohonan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

f. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal,
mediasi, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan Tata Usaha

Negara;
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(3)

(1)

(2)

-14-

g. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi, dan/atau
ahli;

h. pembuatan surat replik dan kesimpulan;

i. penyiapan memori banding atau memori kasasi sesuai

dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau

J. tindakan hukum lain yang sesuai dengan Kketentuan

peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pemerintah Daerah dalam penanganan perkara tata
usaha necgara berkedudukan sebagai tergugat/termohon, maka

pemberian Bantuan Hukum tidak dapat difasilitasi.

Bagian Ketiga

Standar Bantuan Hukum Secara Nonlitigasi

Pasal 23

Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat,
paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup
Pemberi Bantuan Hukum yang telah diakreditasi oleh Menten
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh
Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non

clektronik;
d. penelitian hukum;
e. mediasi;
f. negosiasi;
g. pemberdayaan masyarakat;
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

drafting dokumen hukum.

—
.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan

pelaporan  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  Nonlitigasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan

Bupati.
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BAB VIII
PENDANAAN, TATA CARA PENGAJUAN ANGGARAN,
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendanaan
Pasal 25

(1) Anggaran pemberian Bantuan Hukum di Daerah bersumber
dari APBD.

(2) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan
kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam
APBD

(3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :

a. hibah atau sumbangan; dan/atau

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Anggaran

Pasal 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran
Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati sebelum
tahun anggaran pelaksanaan layanan Bantuan Hukum.

(2) Pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. identitas Organisasai Pemberi Bantuan Hukum;

b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum
bersumber dari APBD, hibah, atau sumber pendanaan lain
yang sah dan tidak mengikat; dan

c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan

Nonlitigasi.
Pasal 27

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan
terhadap berkas pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan

Bantuan Hukum.
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Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Bupati atau
pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas kepada Pemberi
Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.

Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Bupati atau
pejabat yang ditunjuk menerima berkas sebagai kelengkapan
persyaratan.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan hasil
pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengajuan rencana
anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam waktu
paling lama 14 (empat belas hari) kerja terhitung sejak berkas

diterima.

Pasal 28

Dalam hal pengajuan rencana anggaran penyelenggaraan

Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati

atau pejabat yang ditunjuk menetapkan anggaran

penyelenggaraan Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk

Pemberi Bantuan Hukum.

Penetapan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada

Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

a. total alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum;

b. data historis penyelesaian Pemberi Bantuan Hukum oleh
masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;

c. jumlah perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan
Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk
estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan
Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan
dilaksanakan.

d. ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh
Pemberi Bantuan Hukum;

e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun

anggaran sebelumnya;
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f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana
Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan

g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk
mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
Bantuan Hukum.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan
Hukum menindaklanjuti penetapan anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan
Bantuan Hukum.

(4) Nilai anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang
disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) mengikuti penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk
mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

(5) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum yang ditetapkan
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) merupakan batasan tertinggi penyaluran dana
Bantuan Hukum.

(6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan
perubahan alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum
kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan
pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian pagu anggaran

penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 29

Pemberi Bantuan Hukum melakukan layanan Bantuan Hukum
Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Penyaluran anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi
dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan

perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi

Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan

bukti.
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(2) Tahap proses beracara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

(1)

(2)

(3)

merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:

a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di
pengadilan  tingkat I, persidangan tingkat banding,
persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali,

b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan
pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding,
putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
dan

c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan
pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat
kasasi, dan peninjauan kembali.

Penyaluran anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum

schagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan

persentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya
pelaksanaan Bantuan Hukum.

Penyaluran anggaran Bantuan Hukum pada setiap tahapan

proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk
memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang

ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

Penyaluran anggaran Penyclenggaraan Bantuan Hukum
Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum
menyeclesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket
kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai
dengan bukti pendukung.

Penyaluran anggaran penyelenggaraan  Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif
per kegiatan sesuai standar biaya palaksanaan Bantuan
Hukum Nonlitigasi.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan
Bantuan Hukum scbagai dasar penyaluran anggaran

penyelenggaraan Bantuan Hukum litigasi dan Nonlitigasi.
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Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 32

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi
pelaksanaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara triwulan,
semesteran, dan tahunan.

(2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber
pendanaan selaian APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (3) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi
penggunaan dana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara
terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran
penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).
Pasal 33

(1) Dalam Perkara Litigasi, laporan realisasi harus melampirkan
paling sedikit :
a. foto copy surat kuasa khusus;
b. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan
c. laporan perkembangan perkara yang sedang dalam proses
penyelesaian.
(2) Dalam  kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi harus

melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 34

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah
administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dan
administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau

administrasi keuangan lainnya.
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Hapatt wmelaporkan penyelenggarann Bantoan Holanm di Daeraly

vanp wiinber pendanaannya dart APDBD kepadn Menteri Dalom
Niepert,

PBAIVIX
PIENGAWABAN DAN IVALUAUI

Hapion Kenntu

Penpiwintnn

Pl V7

(1) Bapatt melakukan pengawannn terhadap pemberiaon Bantuan
Hukum dan penyaloaran dana Bantuan Hulkom,
() Penpawanan nebagaimana dimaland padan nyat (1) dilaksanakan
oleh PD yang menangant uranan penpgawanan,
Panal 34
(1) Dalam - melaknanakan  pengawanan sebapgnimana  dimaksud
dadam Panal 37 ayat (2) PD mempunyai tapos:
n.

-

melakukan pengawangan atan pemberion Bantuan Hukum
dan penyaluran anpgaran Bantuan Huoloam;

b menerimn laporan dari - magynrakat  menpenai adanya
dugaan  penyimpanpgan  pemberinon Bantuan Hukum  dan
penyaluran dana Bantuan Hukum;

melakukan klarilikasi atas adanya dugnan penyimpangan
pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan
Hukum yang dilaporkan oleh manyarnkat;

A menpuaulkan kepadns Bupati atau pejabat yang ditunjuk
untuk menetapkan sanksi atas (erjadinyn penyimpangan

pemberian Bantuan Hukum Daerah dan/atau penyaluran
dann Bantunn Hukuam; dan
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¢, membuat  laporan pelaksanaan pengawasan pemberian

Hantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum

kepada Menteri melalui Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 39

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meneruskan temuan
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana
Bantuan  Hukum kepada instansi yang berwenang untuk

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 40

(1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan
haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan
Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang
ditunjuk, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau
kepada instansi yang berwenang.

(2) Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan oleh
Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum,
dapat dikenakan sanksi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk,
berupa:

a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;

b. menghentikan pemberian anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum; dan/atau

¢. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan Bantuan
Hukum pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan
perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati
atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pemberi Bantuan
Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa

Penerima Bantuan Hukum.
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Bagian Kedua
ILvaluasi

Pasal 41

(1) Bupati melukukan evaluasi terhadap pelnksanaan pemberian

(2)

Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum

gccara  berkala sctinp 6 (enam) bulan  sckali dan sceara

ingidentil sesuai kebutuhan,

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk

menilai pencapaian pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum

yang dilakukan olch Pemberi Bantuan Hukum,

BADB X
LARANGAN
Pasal 42

Pemberi Bantuan  Hukum  dilarang  menerima atau  meminta

pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain

yang terkait denpan perkarn yang  sedang  ditangani Pemberi

Bantuan Hukum.

BADB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

(1) Pemberi Bantuan  Hukum  yang  melanggar  ketentuan

(2)

schagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 9 diberikan  sanksi

administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa

a.

b.

d,

tepuran tertulis;

pembatalan perjanjinn - pelaksanoan Bantoan  Hokum
Dacrah;

tidak memberikan anggaran Bantuan Hukum pada tahun
berikutnya.,

pemutusan  kerjnsama dengan Pemberi Bantuan Tukum
dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenpparakan
urusgan pemerintohan di bidang Hukum dan Hak Asasi

Manusia,
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkan.
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Enrckang.

* MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 26 Posenber 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022
NOMOR s

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.05.144.22
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PENJIELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATISN IENRIEKANCG
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARKAT MISKIN

1. UMUM

Kabupaten Enrckang sebagai dacrah otonom yang pembentukannya
ditetapkan  dengan Undang-Undang  Nomor 29 tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah tingkat 11 di Sulawesi, memerlukan  kebijakan untuk
mengejawantahkan  penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan  hak
orang atau kelompok orang miskin di depan hukum melalui pemberian
bantuan hukum guna menjamin agar sctiap orang atau kelompok
orangmiskin dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan yang diskriminatif.

Landasan pijak pemerintah Kabupaten Enrckang untuk menyusun
kebijakan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang
miskin di Kabupaten  Enrckang berdasarkan amanat Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, “Daerah
dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam
Angqaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ketentuan lebih lanjutnya
diatur dengan Peraturan Daerah”,

Berdasarkan uraian di atas, urgensi bagt Pemerintah  Kabupaten
Enrckang untuk menyelenggarakan pemberian pemberian bantuan hukum
bagy orang atau  kelompok orang muskin dalam  rangka memfasilitasi
pemberian,  perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang  atau
kelompok orang miskin dalam menghadapt permasalahan hukum melalui
bantuan hukum hitgass dan/atau nonlitigasi.

Permasalahan hukum vang banyak menjerat orang atau kelompok
miuskin di Kabupaten Enrckang semakin kompleks sehingga menuntut
Pemenntah Daerah Kabupaten Enrekang untuk segera memperhatukan dan
mengalurnya  sccara  terencana,  sistematik,  berkesinmbungan  dan
mengelolanva secara profesional. Oleh karena itu, pengaturan mengenal
prmberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin dapat menjadi
dasar hukum pemenntah Dacrah Kabupaten Enrckang guna mencegah
tegyadinya peoyelenggaraan Bantuan Hukum sebagan praktek industry yang
beronentas pada keuntungan semata dan mengabaikan kKepentingan orang

atau kelompok miskin sebagal Penerima Bantuan Hukum.
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Pengaturan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Enrckang
meliputi ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik sccara litigasi
maupun nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para pemberi bantuan
hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum vyang
berbadan hukum dengan standar yang ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Aturan mengenai para pemberi bantuan hukum atau organisasi
bantuan hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk
membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam
berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami scbahgai suatu strategi
dalam manajemen organisasi yang profesional, fektif, dan berdaya saing
serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi
yang efektif, baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dengan
pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum itu sendiri.

Dengan kepastian hukum pemberian bantuan hukum di Kabupaten
Enrekang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah akan memberikan
kejelasan dan ketegasan mengenai syarat pemberian bantuan hukurmn,
standar dan tata cara pemberian bantuan
hukum, pengajuan  rencana  anggaran, pencairan dana dan
pertanggungjawaban serta dengan berdasarkan prinsip ketersediaan,
keterjangkauan, keberlanjutan, kepercayaan, dan pertanggungjawaban,
diharapkan Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan efektifitas dan

efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Enrekang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah
menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara
proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di
dalam hukum” adalah setiap orang mempunyai hak dan
perlakukan yang sama di depan hukum serta kewajiban

menjunjung tinggi hukum,
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Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah

memberikan  akses  kepada  masyarakat  untuk
memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan
tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan
atas dasar hak secara konstitusional.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah
memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui
penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah
menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan
hukum secara tepat.
Huruf {
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan  bantuan  hukum  harus  dapat
dipertanggung jawabakan kepada masyarakat.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Ketentuan int tidak mengurangi kewajiban profesi
Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang
Ayat (3)
Cukup Jelas,
Pasal 7

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

Pasal 8

Pasal 9

Huruf a

ang dimaksud dengan “paralegal” adalals seoyung
yang mempunyai keterampilan  huloom narnes
bukan secorang advokatl.
Yang dimaksud dengan “dosen® adaluh dosen
fakultas hukum yang merupakan tenapga pengzjon

di fakultas hukum pada suatu insttusi pergurusn

tinggi.
Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf ¢

Cukup Jelas,

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Pasal 10

Pasal 1

Cukup jelas.
1
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.
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Panal 11

Codevipr e,
Piwnl 14

Chrtlevegy Jedin
Miwanl 220

Culsop Jelas,
Pinnl 21

Culaup Jelnn,
it 22

Culanap |elus,
il 208

Culoup Jelnn,
Piusnl 24

Culcop jelis,
Pl 26

Culoup jelon
Piannl 20

Culkap Jelan,
Pinnl 27

Cukup jelan,
Pannl 28

Culcup jelas,
Piannl 29

Culcup jelan,
Patnl 30

Culup jelan,
Pannl 31

Cukup jelan,
Pl 32

Culbeup jelan,
Patinl 33

Cukup jelan,
Pannl 341

Cukup jelomn,
Pannl 35

Culkup jelan,
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Pasal 3o

Cukup jelas,
fasal 37

Cukup jelas.
*asal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas,
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jclas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Yasal 45

Cukup jelas.
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